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PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
NOMOR 13 TAHUN  2008 

 
TENTANG 

 
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR  KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Pemerintah yang amanah, maka pengelolaan 

Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel, 
transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan taat pada 

peraturan; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah  dan  Pasal 151 Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1160); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan  Lembaran  Negara  

Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4389); 

Mengingat         : 

http://www.bphn.go.id/
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4437); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, tambahan 

Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4609); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 4741; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4761; 

17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 
36); 

19. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang 
Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM. sebagai Gubernur masa 

jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc. 

sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur 
dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri 
Dalam Negeri  Nomor 59 Tahun 2007; 

http://www.bphn.go.id/
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur. 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

dan 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH. 
 

 
BAB   I 

KETENTUAN   UMUM 

 
Bagian Pertama 

 
Pengertian 

 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 

Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-

luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai 

Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 

dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

http://www.bphn.go.id/
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8. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

Hak dan Kewajiban Daerah. 
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, 

Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

11. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan 
persetujuan bersama Kepala Daerah. 

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah 
yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
13. Para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan Pengelolaan APBD.  
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 
15. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan tugas 

Bendahara Umum Daerah. 

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Barang. 
17. Unit Kerja adalah Bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 

Program. 
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan 

dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 
19. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan 

Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi SKPD. 

21. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan 
Barang milik Daerah. 

22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan 
Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. 

23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh 

Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank 
yang ditetapkan. 

24. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka 

Pelaksanaan APBD pada SKPD. 
 

 

http://www.bphn.go.id/
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25. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam 

rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD. 
26. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah. 

27. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah. 

28. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
Penambah Nilai Kekayaan Bersih. 

29. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
Pengurang Nilai Kekayaan Bersih. 

30. Surplus Anggaran Daerah adalah Selisih Lebih antara Pendapatan Daerah 

dan Belanja Daerah. 
31. Defisit Anggaran Daerah adalah Selisih Kurang antara Pendapatan Daerah 

dan Belanja Daerah. 
32. Pembiayaan Daerah adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah 
Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama satu 

periode anggaran. 
34. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai Uang dari 

pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 
35. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah Pendekatan Penganggaran 

berdasarkan Kebijakan, dengan pengambilan Keputusan terhadap Kebijakan 
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan 

mempertimbangkan implikasi biaya akibat Keputusan yang bersangkutan 
pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Prakiraan Maju. 

36. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana 

untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna 
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan 

menjadi dasar Penyusunan Anggaran tahun berikutnya. 
37. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas yang terukur. 
38. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah Penyusunan Rencana 

Keuangan Tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh Jenis 
Belanja guna melaksanakan kegiatan Pemerintahan yang didasarkan pada 

Prinsip Pencapaian Efisiensi Alokasi Dana. 

39. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang 
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah. 

40. Program adalah Penjabaran Kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 
41. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 

Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk Barang/Jasa. 

http://www.bphn.go.id/


